
Mcrnmbang : a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan terkait 
dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian 
kewenangan Wali Kota yang dilak.san akan oleh 
Dinas Pe nnn arria n Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pin ru Kota Medan ya rig telah d itetapka n 
berda sarka n atas Peratu ran Wali Kota Medan 
Nomor J Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota 
Kepada Dirias Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, sebagaimana 
telah diu bah dengan Peraturan Wali Kota Medan 
Nornor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Pet-a t u rnn Wali Kata Medan Nomor 3 Tahun 2017 
Ten tang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian 
Kewenangun Wah Kota Kepada Dinas Penanaman 
Modal Drt1: Pelayanan Terpaclu Satu Pintu Kota 
Medan Dalarn Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, 
raaka perlu dilakukan perubahan dari segi 
pe nga turan pelaksanaannya secara efektif guna 
rnewuj udkan pelayanan yang cepat, mudah, 
murah, nansparan, pasti, dan terjangkau 
dilaksanakan suatu pelayanan penzman yang 
terpadu: 

WALI KOTA MEDAN, 

DENGAN R:'\Hlvf/\T TUHAN YANG MAHA ESA 

Pcr~UBAHAN !,EDU\,\,. \S PEI~ATURAN W:\Lf KOT/\ MEDAN 
·\J01viO!~ 3 T:\HU N 201 ,· ·:·: ::\;l'J\NG PEL-\1,Si\N/\;\N PELI MP/\HAN 

S[f3:\ClAN KE\NEN:\NC:\:\ \\ .vu KOT.A. KEPJ\D/\ DlNAS PENANAMAN 
fvlODAL DAN PELAYAN:\N TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN 

DALAM PELAKSANA_AN URUSAN PEMERINTAHAN 

TENTANC 

PERATURAN WALI KOTA MEDAN 
NOMOR 45 TAHUN 2017 

Kantor: Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412 
MEDAN - 20112 

PEl\iiERINTAH KOTA MEDAN 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN 



6. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nom01· 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Lndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang F'crubahan Kedua At.a s Undang-Undang 
Nornor 2:3 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan 
Dae rah {i,.crnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 11 )n' 5 Nornor 58. Tam bah an Lem bara n 
N·"·o··,1··1 '·'·"·,·i11;1. T11c10·1e.::.i-o \>,,,1c·1· ::::.c:J~/9)· . l ~.,.... {. . . ' ' .. ' I ,'\ L ~ • I - '-.J. (_' . l '· • J I ..._Jt; • 

0. Undang-Ur dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
P8jak D,H'rah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara l~cpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Ta rn ba h a n Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor :-:;u.1 Cl): 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelaya n a n Publik (Lembaran Negara Republik 
lrrd o n c s in Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan 
Le rnba ra n Negara Republik Indonesia Norrior 5038); 

3. Undang-Uncl.ang Nomor 14 Tahun 2008 ten.tang 
Keterbu kaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846): 

2. Urid a.rig-Urid arig Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah u n 1 Cl56 Nomor 59. Tambahan Lembaran 
Negara f<epu blik Indonesia Nomor l 092); 

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan a tas pertimbangan 
sebagairnar.a dimaksud dalam huruf a, perlu 
mernbcnt uk Peraturan Wali Kota ten tang 
Peru bahan Kedu a Atas Peraturan Wali Kota Medan 
No111or J Tah un 2017 Tentang Pelaksanaan 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota 
Kepada Diria s Penanaman Modal Dan Pelayarian 
Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan; 
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N - (1 Q -'I omor ~,,:)u 11; 

12. Per atu ru n Perner m ta.h Nornor 18 Tahun 2016 
te n tarig ?erangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tarn bah a 11 Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Le m bara n r·,egara Repu blik Indonesia Norn or 5358); 

97 Tahun 2012 
Lalu Lintas Dan 

Mem pekerj akan 
Negara Repub1ik 
216, Tarnbahan 

11, Peraturan Pemerintah Nomor 
tentan.g Retribusi Pengendalian 
Retribu si Pcrpanjangan lzin 
Tenaga Kerja Asing (Lembaran 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 

10. Pe ra t urau Peme rin ta h No mor 96 Ta h u n 20]2 
tentang F'claksanaan Unclang-Undang Nornor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun I 992 
ten tang Pembentukan 18 (Delapan Be.las) 
Kecarna ta n Di Wilayah Kabt.tpaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli 
Selatan. Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, 
Nias. L;:;-,gkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah 
Tir gkar i: vledan Dalam Vv'ilayah Propinsi Daerah 
Tingk:11 Sumatera Urara (Lembaran Negara 
Rcpuhlik r.dories ia Tahun JCJ92 Nomor 65); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 
tentang Pcruberrtu kari Kecamatan Berastagi Dan 
Marclinding Di Wilayah Kabupaten Daerah 
Ti n gk a t l I Kn ro , Kecamatan Pematang Bandar, Huta 
Bayu f~;:ija Dan Ujung Padang Di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, 
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan 
Petisah. \!eel an Tern bung, M edan Helvetia, Medan 
Polonia. '.'vlcdan Maimun, Merlan Selayang, Medan 
Amplas Uan Medan Area Di Wilayah Kotarriadya 
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67); 

7. Perat.u ian F'emerintah Norn or 22 Tahun 1973 
tentang Perlu asan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3005); 
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T'lfrnerapkan : PERATUR~N WA.LI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA !\T.-\S PERATURAN \lv'ALI KOTA MEDAN 
NOMOR 3 T:-\HUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN 
PELIIVlPAH:\\ SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA 
KEPADA [)lNAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN 
DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN. 

i\ i l·:MUTUSKAN: 

19. Pera tu 1·;_11, \Vali Kota Medan Nornor l Tahun 2017 
tentang l~r:·cludukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 
Kata Medan Nomor 40 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan 
Nornor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan 
Tahun 20 I 7 Nomor 40); 

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nornor . 15 
Tahu n 2016 ten tang Pern bentukan Perangkat 
Daerah i\r 11 a Medan (Lem bara n Daerah Kota Medan 
Tah u n _J;; 6 Nomor 15. Tambahan Lembaran 
Dacrah i,, i: ;1 Medan Norn or :'ii. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

90/M- 
Dan 

Perdagangan. Nomor 
ten tang Penataan 

16. Peratu ran Menteri 
DAG/PEf?/ 12/2014 
Pernbinaan Gudang; 

15. Pera tu Jd r: Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 
Ta h u n .2()()8 tentang Pedornan Organisasi Dan Tata 
Kerja Unit Pelayarian Periz.in an Terpadu Di Daerah; 

14. Per-at u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 24 
Tah u n 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pclavan..n Terpadu Satu Pintu: 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lernbaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); 

4 



(3) Perizinan/nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis-jenis perizinan/ 
noriperiairran sebagai ber ik u.t: 
a. bidang perindu strian pada Dinas Perindustrian: 

l. perizinan, meliputi: 
l. lzin U saha i iF: u stri (IUIJ Besar; can 
2. lzin pe rl u a s.r: 

2. rion.pe r izi n ari. rnc-Ii p u t.i Tancla Da.ft.a r l ud u s tr i (TOI). 

(21 Perizman / nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana 
riimaksud pada ayat l 1: clilaksanakan secara bertahap, kecuali 
pcrizinan/ rrorrper iz m a n hi clang pariwisata yang dikelola oleh 
Di n a s Pariwis a ta (yang cl a h u l u disebut Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata Kota Mecl;n; \ sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c dan perizinan/nonperizinan bidang pendapatan yang 
clikelola oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (yang 
ciahulu disebut Dinas Pendapatan Kota Medan) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) h uruf j. 

( l) f'erizinan / nonperizinan I ang didelegasikan kepada Penanam.an 
\ loc!al Dan Pe lava n an Tcr pad u Satu Pin.tu rneliputi bidang: · 
a. perincl u strian pacla Di nas Perindu stria n: 
b. perdagangan pada Dirias Perdagangan; 
c. pariwisata pada Dinas Pariwisata; 
d. perhubungan pada Dinas Perhubungan; 
e. kesehatan pada Dina s Kesehatan; 
f. tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan; 
g. pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi 

Dae rah; 
11. tata ruang dan tn t.a bangunan pada Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukirnan, Dan Penataan Ruang; dan 
1. lingkungan hid up pada Dinas Lingkungan Hidup. 

Pasal 7 

1. Ke t.e n t u a n Pasal 7 aya r. :3i h u r uf e angka 2 huruf a) dan huruf h 
a ngka 2 dihapus, sehin_gga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 
Tahu n '.201 7 ten tang Pela ;;~;:: naan Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
\\'ali Kora Kepada Dina-: i\·:i;u-iaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 
Satu i-)intu Kora fVleclan ii;t::u11 Pelaksanaan Uru s a n Pcrnerintahan 
(Serita Daerah Kot.a Med,111 T:1 h un 2017 Nornor 3), sebagaimana telah 
diu bah dengan Pera tu ra n ,Vali Kora Medan Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Pcraturan Wali Kota Medan Nomor 3 
Tah un 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Wall Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpad u 
Satu Pintu Kota Medan Dalarn Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 17), diubah ·sebagai 
berikut: 

Pasal I 
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cottage; 
balai pertcm u an; 
wisma pangkas/barber shop; dan 
salon. 

l . daya tarik wisat.a: 
a) pengelolaan pen inggalan sejarah dan purbakala berupa 

pr a sa st i, pe r ila sa n , dan bangunan kuno; 
b) pengelolaan n I u seum; 
c) pengelolaan permukiman dan/ a tau lingkungan adat; 

clan 
d) pengelolaan objek ziarah. 

2. kawasan pariwisata; 
3. jasa transportasi wisata; 
4. jasa perjalanan wisata, meliputi: 

a) biro perjalanan wisata; dan 
b) agen perjalanan wisata. 

5. jasa makanan clan minuman, meJiputi: 
a) restoran: 
b) rumah makan: 
c) restoran waralaba; 
d) bar/rurnah m i n u m ; 
e) kafe; 
D pusat jajanan rnakanan/ [oodcourt, dan 
g) jasa boga/ cuterinq. 

6. penyediaan akomodasi, meliputi: 
a) hotel; 

1) hotel bintang; dan 
2) hotel non-bintang. 

b) burni perkemahan; 
c) persinggahan karavan; 
d) villa; 
e) pondok wisata; 
D motel; 
g) losmen; 
h) rumah kos: 
i] wisrna (guest house); 
j) 
k) 
l) 
m) 

h bidang perdagangan pada Dinas Perdagangan: 
1. perizinan, rnelipu ti: 

1. SlUP Min u rna n Oeralkohol; 
2. Surat lzin Tcmpat Usaha (SITU) Minuman Beralkohol; 

dan 
3. Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar 

yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan tidak 
masuk dalam /sppendiks CITES ke luar negeri. 

2. nonperizinan, meliputi: 
1. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW); 
2. Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan 

Seminar Daga ng: dan 
3. Tanda Daftar Gudang (TDG). 

c. bidang pariwisata pada Dinas Pariwisata: 
Nonperizinan, rnelipu ti TDUP terdiri atas: 
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7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi: 
a) gelanggang olahraga; 
b) lapangan golf; 
c) rumah bilyar; 
d) gelanggang renang; 
e) lapangan tern s: 
f) gelarrggarrg baling; 
g) wahana air (waterpark/wate,·boorn); 
h) pacuan kuda: 
i) kolam pemancingan; 
j) ice skating; 
k) arena latihan golf ( driving gol!J; 
1) pusat sararia olahraga; 
m) pusat kebugaran (fitness centerj; 
n) gelanggang fu tsal; 
o) gelanggarig bolinz: b b t,, 

p) lapangan bulu tangkis; 
q) arena balap ( cirkuit); 
r) gelanggang seni, meliputi: 

1) sanggar sent; 
2) galeri seni; 
3) gedung pertunjukan seni; dan 
4) gedung bioskop. 

s) arena permainan, meliputi: 
1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/ 

rnekan ik/ ck·ktronik) untuk orang dewasa; dan 
2) arena pcrmainan pada sarana rekreasi keluarga 

(perrna man manual/mekanik/elektronik) untuk 
a n a k-nn a l: c1an keluarga. 

t) hibu ran ma la.r., meliputi: 
1) kelab malarn; 
2) diskotik; 
3) pub; dan 
4) musik hidup (live music). 

u) panti pijat, meliputi: 
1) panti pijat tradisional; 
2) panti pijat refleksi; dan 
3) panti mand.i uap/sauna/oukup. 

v) taman rekreasi, meliputi: 
1) taman rekreasi: 
2) taman berterna; dan 
3) taman margasatwa. 

iv) karaoke, mc!iputi: 
1) karaoke umum; 
2) karaoke k clu arga ; dan 
3) karaoke box. 

x) jasa impresariat/promotor, meliputi: 
l) promotor: clan 
2) event orqanizer. 
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y) pertunjukan temperer: 
1) pertunjuknn temperer tempat tertutup meliputi 

seni. a tra ks i, dan hiburan; dan 
2) pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi 

seni, atraksi, dan hiburan. 
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, dan parneran, meliputi: 
a) penyelenggaraan pertemuan; 
b) pe nyele rigga raa n perjalanan insentif; 
c) pe nvele nggarnnn konferensi; dan 
d) penyelenggaraan pameran. 

9. jasa informasi pa riwisata, meliputi: 
a) jasa inforrnasi pariwisata cetak: dan 
b) jasa informasi pariwisata elektronik. 

l 0. jasa konsultan pariwisata; 
11. jasa pramuwisata: 
12. wi sa ta tirta, meli pu ti: 

a) v . ziaata bahari y a itu wisata memancing; 
b) wisata sungai; dan 
c) wisa ta danau. 

13. spa. 
d bidang perhubungan pada Dinas Perhuhungan: 

Pertzin an , me lipu ti: 
l. izin traye k arigk u tan umum; 
2. izin usaha angku tan dengan kenclaraan bermotor umum; 

dan 
3. izin operasional angkutan khusus taksi. 

c bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan: 
l. perizinan, meliputi: 

a) izin klinik; 
b) izin mendirikan rumah sakit; 
c) izin operasional rumah sakit; 
d) izin laboratonum; 
e) izin praktik d a n pelaksanaan praktik kedokteran; n registrasi dan izin praktik fisioterapis; 
g) izin dan pen. clcnggaraan praktik bidan; 
h) izin praktik cian izin kerja tenaga kefarmasian; 
i) surat izin pengobat tradisional; 
j) izin apo t i k: 
k) iziri to ko a la.i. \-:esehatan; 
1) toko obat bcrizin; ) 
m) izin usaha menengah obat tradisional (UMOT); 
n) izin pest control; dan 
o) izin penyelenggaraan pelayanan hemodialisis. 

2. nonperizinan, meliputi: 
1. dihapus; i. 

2. sertifikat penyulu han keamanan pangan; 
3. sertifikat perusahaan rumah tangga alat kesehatan 

clan p ern be kala.n kesehatan rum.ah tangga (PKRT); 
4. surat terdafrar pengobat tradisiorial: dan · 
5. surat keterangan laik sehat. 
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(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka 
pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada 
Kepala SKPD dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a~, huruf d, 
huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i, masih tetap menjalankan 
proses perizina.n/nonperizinan sampai dengan tanggaI 30 
September 2017 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b masih tetap 
menjalankan proses perizinan/nonperizinan sampai dengan 
tanggal 31 De sern ber _)!) 1 7. 

Pasal8 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut: 

A.sing Tenaga 
c) izin Bursa !-::e1:j;1 Kh u su s (BKK); d an 
d) perpan_Jangan lzin Mempekerjakan 

(IMTA). 
2. nonperizinan, meliputi: 

1. persetujuan pendirian lembaga penempatan tenaga 
kerja swasta; dan 

2. pemberian rekomendasi kepada swasta dalam 
penyelenggaraan bursa kerja/job fair. 

g. bidang pendapatan pada Sadan Pengelola Pajak Dan Retribusi 
Daerah: 
Perizinan, meliputi izin reklame, terdiri atas reklame melekat/ 
poster/ stiker/ rom bong. 

h. bidang tata ruang clan tata bangunan pada Dinas Perumahan, 
Kawasan Perrnukiman, Dan Penataan Ruang: 
1. perizirran, rnelipu Li: 

a) Izin Meridirika n Bangunan; dan 
b) Izin Reklame, yaitu Reklame Papan/B~llboc1rd/ 

Videotron/Megatron. 
2. dihapus. 

1. bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup: 
Perizinan, meliputi: 
1. izin lingkungan; 
2. izin pembuangan air limbah; 
3. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan 

beracun; dan 
4. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun 

skala kota. 

(LPTKSJ; 

f. bidang teriaga ke1:r, p::da Dinas Ketcnagakcrjaan: 
1. perizirian. rrie lipt : : 

a) iz i n pcn\clc;;:·.::itntan pelatib an: 

b) iz m Lorn I), ,r;;! Pencrnpatan Te n aga Kerj a Swa sr.a 
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1,CYi',\ MEDAN. 

Diundangkan di Medan 
pacla tanggal4 Juli 201 7 

DZULMI ELDIN S 

ttd 

W ALI KOTA MEDAN, 

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 4 Juli 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Medan. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

( 4) Kerentuan lebih lanj i: t mengenai penverahan pelaksanaan 
pelimpahan sebagian keweriangan Wali Kota kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
sebagaimana d irna.k su d pa d a ayat (2) ditetapkan dengan Berita 
Acara Penyerahan. 

(3) Pada saat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka 
pelaksanaan pelimpahun sebagian kewenangan Wali Kota yang 
tidak diatur dalam Pcraturan Wali Ko ta ini, masih tetap 
menjalankan proses perizinan/nonperizinan di SKPDnya masing- 
masmg. 

(2) Kctentuan sebaga irna na dimaksud pada ayat (1), dikecualikan 
terhadap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( l) 
huruf c dan huruf g, yang pelaksanaan pelimpahan sebagian 
kcwenangan Wali Kuta diserahkan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada saat 
tanggal ditetapkannya Berita Acara Penyerahan. 
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